
 

PEMERINTAH  KABUPATEN  SAMPANG 
 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 

 

NOMOR  :    10A   TAHUN  2010 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN KARTU KELUARGA (KK) MASSAL 

BERBASIS NOMER INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) NASIONAL 

DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2010 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang  : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Kartu Keluarga Massal 

Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010, maka perlu ditetapkan Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Kartu Keluarga (KK) Massal Berbasis Nomer Induk 

Kependudukan (NIK) Nasional di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 

2010 dengan Peraturan Bupati Sampang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 

ayat (1); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3019); 

  3.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran 

Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3474); 

 

4. Undang-Undang ...... 



- 2 - 

 

  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang   

Nomor  34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4048); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4235); 

  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4844); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4634); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4674); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5139); 

 

12. Peraturan ...... 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara 4593); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4736); 

  15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

  16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

di Daerah; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis 

dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

  21.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 16 

Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana telah diubah Kedua Kali 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 

Tahun 2009; 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang 
Tahun 2009 Nomor 21); 
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  23.  Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1); 

  24.   Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2009 tentang tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Berita Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 12); 

   25.  Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran          
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Berita Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1); 

    

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN KEGIATAN KARTU KELUARGA (KK) MASSAL 

BERBASIS NOMER INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) NASIONAL DI 

KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2010. 

 

Pasal  1 

 

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan KK Massal berbasis Nomer Induk 

Kependudukan (NIK) Nasional di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 dicetak dan 

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

 
Pasal 2 

 
Permohonan KK Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, dapat diajukan 
oleh Kepala Keluarga ataupun anggota keluarga melalui Kecamatan masing-masing sesuai 
domisili. 
 

Pasal  3 
 
Pemohon dapat mengajukan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini sesuai 
dengan Persyaratan sebagai berikut : 
a. mengisi Formulir F-1.01 dengan data lengkap dan benar; 
b. KK lama disetor (bagi yang sudah memiliki); 
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c. Foto kopi KTP bagi yang sudah mempunyai KTP berbasis NIK (KTP massal Tahun 

Anggaran 2009); 
d. membayar biaya Retribusi sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) per KK. 

 
Pasal 4 

 

Biaya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf disetor ke Kas Daerah sebesar   
Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). 
 

Pasal 5 
 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya 
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang. 
 

Pasal  6 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 
    Ditetapkan di   : Sampang 

    pada tanggal    : 15  Juni  2010 

 
 BUPATI  SAMPANG, 

 

  

   NOER TJAHJA 

 
Diundangkan di : Sampang 
pada tanggal : 15  Juni  2010 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi 
 Pembina Utama Muda 

NIP. 19620323 198903 1 014 
 
Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor  :  


